
98 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

1. BUKU 

 

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet.9, Jakarta, 

Rajawali Pers, 2016. 
 

John Rawls, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 
 

M. Friedman, Lawrence. American Law: An Introduction. New York: W. 

W.Norton  & Company. 1984. 
 

Fuady, Munir.  Dinamika Teori Hukum, cet. 2 Bogor Penerbit Ghalia      

Indonesia,  2010. 

 

Fuady, Munir.  Dinamika Teori Hukum, cet. 2, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2010. 

  

Fuady, Munir.  Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, cet. 4, Bandung: PT Citra  

Aditya Bakti,  2014. F.akultas Hukum UGM, 1983 

 

Hartono, Sri Soemarti, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan 

Pembayaran, cet.1, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang 

 

Manik, Edward. Cara mudah memahami proses kepailitan dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang, cet, 1.Bandung: CV Mandar Maju, 2012. 

 

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara 

Kepailitan,Edisi Revisi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003. 

 

Mulyadi, Lilik. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) Teori dan Praktek. Bandung:alumni,2010. 

 

Nainggolan, Bernard. Perlindungan hukum seimbang Debitor, Kreditor dan 

Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan. Cet.1. Bandung:Alumni, 

2011. 

 

Nating, Imran. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan  dan 

Pemberesan harta pailit. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2005. 

 

Sastrawijaya, Man S. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Cet.1. Bandung: PT.Alumni,2006. 

 

 Subhan, M.Hadi. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di   

Peradilan.Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup. 2008. 
 

Sinaga, Syamsudin M. Hukum Kepailitan Indonesia. Cet. 1. Jakarta: PT. Tatanusa, 

UPN "VETERAN" JAKARTA



99 

 

 

2012 
 

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening 

Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Cet. 1.  Jakarta: 

PT. Temprint. 2002. 
 

___________________.  Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.  2009. 
 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. cet. 3. Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia. 

 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003 

 

Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan 

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. 

 

Sutedi, Adrian.Hukum Kepailitan, Cet.1. Bogor:Ghalia Indonesia, 2009 

 

Widjayati, Erna, Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Jalur, 

2014. 

 

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, cet. 3, 

(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002). 
 

 

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. UU No. 37.  LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443. 

 

Indonesia. Undang-Undang Tentang Dana Pensiun, UU No. 11. Tahun 1992. 

 

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8. Tahun 1995. 

 

Indonesia. Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian, UU No. 2. Tahun 

1992. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook).Diterjemahkan oleh 

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.34, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004.  

 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Penerbit Redaksi Aksara Sukses, cet.3, 

juni 2014. 

 

Kementrian Kehakiman Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 TAHUN 1998 TENTANG 

PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN 

PENGURUS. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



100 

 

 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 01 Tahun 2013 TENTANG 

PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS. 

 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 23 Tahun 2014 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN IMBALAN 

BAGI KURATOR DAN PENGURUS. 

 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 11 Tahun 2016 TENTANG 

PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


	AWAL
	ISI EDIT
	LAMPIRAN


 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0001
     -20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     1
     1
     0.9500
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20170901200629
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     300
     220
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





